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BAB 1

PENDAHULUAN 4~ 4

1.1 Latarbelakang Masalah

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1851, LN. 78
Tahun 1951, secara tegas melarang orang menyimpan dan
membawa senjata tajam tanpa izin, apalagil menggunakannya.
Larangan menyimpan memiliki dan membawa senjata tajam
tanpa izin tersebut tercantum di dalam pasal Z ayat (1)
dan (2), sebagal berikut |

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indo-
nesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh-
nya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada-
nya - atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
menge luarkan dari Indonesia sesuatu senjata
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk
(slagsteek of sootwapen), dihukum dengan hukum-
an penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata peni-
kam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak
termasuk barang-barang yang nyata-nyata dima-
sukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepen-
tingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang
nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang
pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merk
waardigheid).

Jika penulis merujuk pada ketentuan perundang-un-
dangan sebagasimana tersebut di atas, maka Jjelaslah peng-
gunaan senjata tajam tanpa izin merupakan kejahatun yang
pembuatnya diancam dengan hukuman penjara.

Akan tetapi menurut kenyataan di Sulawesi Selatan,

utamanya masyarakat kotamadya Ujung Pandang, membawa sen-




jata tajam tampakny&a dianggap oleh orang-orang Sulawesi
Selatan sebagai perbuatan yang wajar dan secara sosiolo-
gis menurut mereka tidak merupakan kejahatan. Hal 1ini
disebabkan adanya anggapan masyarakat Sulawesi Selatan
pada umumnya bahwa memakali badik atau keris merupakan
adat yang diwarisi turun-temurun.

Kepercayaan akan kesaktian dan adanya kekuatan
magis sebilah badik bagi masyarakat suku Bugis-Makassar
mengakibatkan mereka pada masa yang lampau menganggap
bahwa dengan membawa badik, maka mereka akan terhindar
dari bahaya dan dapat pula mendatangkan rezeki bagili pem-
bawa badik tersebut. Anggapan ini turun-temurun dan masih
banyak orang di Sulawesi Selatan yang menganutnya.

Berkembangnya tradisi membawa senjata tajam di Su-
lawesi Selatan pada masa yang lampau telah mengakibatkan
sebagian anggota masyarakat dewasa ini masih beranggapan
bahwa membawa senjata tajam berupa badik merupakan sesua-
tu yvang tidak dilarangdan dianggap sebagail lambang keJjan-
tanan atau sebagail alat membela diri ataupun jimat suku
Bugis-Makassar. Hal 1ini dari tahun ketahun mengalami
pergeseran, sampai pada akhirnya arti dan maksud membawa
senjata tajam dewasa ini semata-mata untuk dipergunakan
sebagai senjata saja bagli pemegangnya, sehingga membawa
senjata tajam berupa badik dimaksudkan untuk menikam
orang lain.

Adanya tradisi suku Bugis-Makassar membawa badik




tersebut, telah mengakibatkan banyaknya terjadi kejahatan
tentang penggunaan senjata tajam tanpa 1zin di Sulawesi
Selatan pada umumnya dan di Kotamadya Ujung Pandang pada
khususnya (berdasarkan data statistik kejahatan tentang
penggunaan senjata tajam pada Kantor Pengadilan Negeri
Ujung Pandang). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis
untuk membahas masalah penggunaan senjata tajam tanpa
izin di Kotamadya Ujung Pandang ditinjau dari sudut
sosiologi hukum dalam kaitannya dengan upaya penegakan
hukum.
1.2 Rumusan Masalah
Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Darurat

No. 12 Tahun 1951 secara tegas melarang orang membawa
senjata tajam tanpa izin, akan tetapi kenyataan yang di-
dapati di Kotamadya Ujung Pandang adalah masih banyaknya
anggota masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa 1zin
bahkan menggunakannya untuk membunuh atau menganiaya.
Atas dasar adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan ke-
harusan tersebut (kesenjangan antara das Sein dengan das
Sollen), maka penulis merumuskan dalam permasalahan seba-
gai berikut
a. Faktor sosiologis apakah yang menyebabkan terjadinya

penggunaan senjata tajam dan akibat apakah yang ditim-

bulkannya?
b. Upaya apakah vyang dilakukan oleh pemerintah untuk

mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan peng-




gunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung

Pandang?

1.3 Sumber Data dan Metode Penelitian.

1.3.1 Sumber Data

lalah penelitian pustaka (library research).

dan penelitian lapangan (field research).

(1)

(2)

Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari
buku-buku dan makalah yang ada kaltannya
dengan judul skripsi , dimana data yang
diperoleh adalah data skunder yang merupa-
kan landasan teori yang kuat dalam penulis-
an skripsi ini.

Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan mewawan-
carai

Aparat Kepolisian

sy

b. Aparat Kejaksaan

c. Aparat Pengadilan Negeri

d. Budayawan

e. Tokoh Masyarakat

f. Pelaku delik yang telah menggunakan sen-

/

jata tajam tanpa izin.

1.3.2 Metode Penelitian

Setelah data primer dan data skunder diperoleh,

maka dilakukan analisis dengan menggunakan




pendekatan normatif sosiologis dan selanjutnya
skripsi disusun dengan metode penulisan des-

kriptif.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

(1) Tujun Penulisan

a.

Untuk mengetahui faktor sosiologis yang mempe-
ngaruhi masyarakat Kotamadya Ujung pandang
dalam menggunakan senjata tajam.

Untuk mengetahui sejauh wmana penegakan hukum
dilaksanakan di Kotamadya Ujung Pandang dalam
menanggulangi terjadinya kejahatan penggunaan
senjata tajam tanpa izin.

Untuk mengetahui upaya yang telah dan sedang
dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan
senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung

pandang .

(2) Kegunaan Penulisan

a.

b.

Dapat dijadikan sebagai literatur bagi segenap
pihak yang ingin mendalami lebih lanjut masa-
lah yang sama dengan skripsi ini.

Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat pene-
gak hukum dalam rangka mencegah dan menanggu-
langi terjadinya penggunaan senjata tajam

tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang .



BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM
2.1 Pengertian Senjata Tajam

Dalam kehidupan sehari-hari apa yang disebut dengan
senjJata tajam adalah sangat beragam, begitu Juga tentang
pengertian senjata tajam sangat bervariasi. Untuk membe-
rikan batasan pengertian senjata tajam vyang dimaksud
dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan
beberapa pengertian.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poer-
wadarminta (1976 : 917) memberikan pengertian senjata
tajam sebagai berikut

“Senjata, adalah alat perkakas yang gunanya untuk
berkelahi atau berperang (seperti : keris, tombak,
bedil dan lain-lain).

1). Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, me-
lukai dan sebagainya (seperti : pisau, pedang
dan lain-lain).

2). Runcing, berujung lancip, misalnya tongkat yang
berujung” .

Pengertian senjata tajam menurut Undang-undang Da-
rurat No.12 tahun 18951, LN.78 Tahun 1951 dapat disimpul-
kan dari ketentuan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2), sebagai berikut

“(1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indo-
nesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh-
nya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, me-
nguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, me-
ngangkut, menyembunyikan, mempergunalkan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

(slagsteek of sootwapen), dihukum dengan hukum-
an penjara selama-lamanya sepuluh tahun.




(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata peni-
kam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak
termasuk barang-barang yang nyata-nyata dima-
sukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau
untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau
untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerja-
an atau yang nyata-nyata mempunyail tujuan seba-
gai barang pusaka atau barang kuno atau barang
ajaib (merk waardigheid)"”.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana
vang penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah setiap
senjata yang semata-mata dipergunakan untuk menikam atau
menusuk dan bukan untuk kegiatan pertanian atau pekerja-
an-pekerjaan rumah tangga misalnya pisau dapur atau seba-
gai barang pusaka atau barang kuno.

Selanjutnya akan dikemukakan pengertian senjata
tajam dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Ujung
Pandang, khususnya yang berkaitan dengan pandangan suku
Bugis-Makassar.

Dr. M. Natsir Said, SH. (dalam syamsul Bahri R,
1989 : 7), beliau mengemukakan bahwa senjata tajam adalah
alat vyang bentuknya tajam tapi bukan digunakan untuk
perang atau melakukan kejahatan, seperti badik atau
keris. Suku Bugis-Makassar dahulu banyak yang membawa
senjata tajam (badik) karena orang dahulu percaya ter-
hadap senjata tajam yang bisa memberikan khasiat bagi

sipemakai badik, sehingga ada orang yang menggunakan

badik itu sebagai jimat, lain halnya orang yang membawa



badik (senjata tajam) sekarang pada umumnya digunakan
sebagai senjata, sehingga wajar kalau pemerintah sekarang
melarang orang membawa senjata tajam tanpa 1izin.

Drs. Hamzah Daeng Mangemba (dalam Syamsul Bahri R,
1989 : B8), beliau memberikan pengertian senjata tajam
yaitu senjata atau alat yang permukaannya tajam dan tidak
dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lain-
nya. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa suku Bugis-
Makassar dahulu banyak yang membawa senjata tajam (badik)
karena senjata tersebut dianggap sebagai Jimat untuk
menjaga keselamatan dirinya maupun keluarganya dan tidak
dipergunakan untuk menganiaya atau menikam.

Drs. Abu Hamid (dalam Syamsul Bahri R, 18889 : 9)
Menyatakan bahwa senjata tajam yaitu alat yang terbuat
dari besi yang ujungnya tajam dan berpamor. Dahulu di
dalam masyarakat Sulawesi Selatan, pada umumnya orang
membawa senjata tajam karena hal ini didasarkan pada
kepercayaan yang begitu kuat terhadap senjata tajam,
khusunya vang berpamor dipandang mempunyai khasiat yang
tinggi terhadap pemiliknya. Lain halnya sekarang, umumnya
orang yang membawa senjata tajam bertujuan hanya semata-
mata digunakan sebagail senjata.

Andi Hamzah (1980 : 154), tidak memberikan penger-
tian yang kongkrit tentang senjata tajam, beliau hanya
menggolongkan senjata tajam itu, yaitu senjata pemukul,

senjata penikam atau senjata penusuk.



Menurut Soewarso, SH. salah seorang hakim Pengadil-
an Negeri Ujung Pandang dalam wawancara penulis penulis
kepada beliau pada tanggal 22 Oktober 1991, bahwa senjata
tajam adalah setiaip benda yang tajam atau runcing yang
dapat membahayakan apabila dipergunakan atau difungsikan
tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya seperti pisau
maka itu dapat dikategorikan atau termasuk senjata tajam
apabila difungsikan tidak sesuai dengan peruntukan yaitu
untuk membunuh atau menikam seseorang.

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid dalam men-
jﬁwab pertanyaan penulis mengenai pengertian senjata
tajam ini merujuk pada ketentuan Yyang tercantum pada
pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang
pengertiannya menurut undang-undang tersebut telah penu-
lis kemukakan pada uraian terdahulu.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian senjata
tajam yang dikemukakan oleh beberapa orang penulis dan
tokoh masyarakat yang ada di Kotamadya Ujung Pandang
tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan senjata tajam adalah setlap alat yang
permukaannya tajam atau ujungnya runcing yang fungsinya
untuk melukai orang atau membunuh serta setiap alat yang
walaupun fungsinya untuk digunakan bagi keperluan dapur
atau pertanian akan tetapi apabila telah digunakan untuk
melukai atau membunuh orang lain maka dapat dikategorikan

sebagai senjata tajam. Senjata tajam yang memang fungsi-
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nya untuk melukai orang atau membunuh orang sebagai upaya
pembelaan diri maka pemilikannya harus mendapatkan 1izin
terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan,
sedangkan Jjenis senjata tajam yang fungsi utamanya untuk
pekerjaan-pekerjaan, untuk keperluan dapur atau untuk
keperluan pertanian, maka pemilikan dari senjata tajam
jenis ini tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu.
2.2 Jenis Senjata Tajam

Dengan melihat pembahasan pengertian senjata tajam
yvang dimaksud dalam skripsi ini, maka Andi Hamzah (1980
154) menggolongkan senjata tajam dalam dua golongan,
yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata
penusuk.

M. Natsir Said (dalam Syamsul Bahri R, 1989 : 7-8)
membagi tiga Jjenis senjata tajam menurut budaya dari
orang Sulawesi Selatan, yaitu

(a) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan

kekuatan destruktif, vyaitu Jjenis ini kalau
dibawa selalu merasa dirinya berani, sehingda
jenis  inil merupakan "dinamisme” bagl adat di
Sulawesi Selatan, sebab mempunyai kekuatan
magis (kekuatan dalam diri yang dapat bersatu
dengan badan). Jenis ini banyak digunakan oleh
orang sebagai senjata sehingga jenis ini sangat
berbahaya untuk dibawa.

(b) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan pro-
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duktif, yvaitu jenis yang dapat digunakan seba-
gai penglaris dalam suatu usaha perdagangan
atau dikenal dengan istilah "paja patti”.

(¢) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan pro-
tektif, yaitu jenis yang dapat digunakan seba-
gai perlindungan dari bahaya atau bencana.

M. HNatsir Said selanjutnya menyatakan bahwa Jjenis
kedua dan ketiga tidak digunakan sebagai senjata tapi
semata-mata hanya digunakan sebagai jimat yang sifatnya
membawa keuntungan, baik terhadap dirinya maupun terhadap
orang lain (keluarganya), sedangkan Jjenis yang pertama
banyak digunakan orang sebagal senjata.

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin dalam menjawab
pertanyaan penulis menyebutkan jenis senjata tajam seba-
gai berikut : badik, keris, kalewang, clurit, sabit,
parang digunakan untuk membunuh atau untuk menganiaya
maka itu termasuk ketentuan pasal 2 dari Undang-undang
Darurat No.12 Tahun 1951.

Paulina, ©SH salah seorang Jaksa pada Kejaksaan
Negeri Ujung Pandang.'dalam wawancara penulis kepada
beliau pada tanggal 19 Oktober 1991, menyebutkan bahwa
jenis senjata tajam itu meliputi : badik, clurit, parang,
sangkur, tombak. '

Soewarso, ©SH. salah seorang hakim pada Pengadilan
Negeri ujung Pandang, dalam wawancara penulis kepada be-

liau pada tanggal 22 Oktober 1991 demikian juga menyebut-



12

kan Jjenis senjata tajam itu meliputi : badik, parang,
clurit, tombak dan sangkur.

Dari tempat beberapa orang sebagaimana telah di-
kemukakan tersebut, maka penulis dalam hal ini dapat
menyimpulkan mengenai jenis senjata tajam dapat digolong-
kan dalam dua bagian sebagai berikut

1. Senjata tajam pemukul, seperti :@ parang, clurit,

sabit dan kelewang.

[y

Senjata tajam penikam atau penusuk, seperti
badik, keris, tombak dan sangkur.
2.3 Tinjauan Puslaka

Pemakaian senjata tajam tanpa izin merupakan keja-
hatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya
sepuluh tahun (pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12
Tahun 1951). Ancaman hukuman ini ditujukan terhadap mere-
ka yvang membawa senjata tajam tanpa izin, sedangkan Jika
senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau
menganiaya seseorang maka pelakunya diancam dengan hukum-
an penjara berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Oleh karena pemakaian senjata tajam tanpa izin itu
merupakan bentuk kejahatan yang pelakunya diancam dengan
hukuman penjara, maka ada baiknya penulis mengemukakan
terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk kejahatan sehingga
kita akan melihat kejahatan penggunaan senjata tajam

termasuk dalam bentuk kejahatan apa.

Soesilo (1976 : 14), pembagian bentuk kejahatan
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dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilihat pada
perbuatannya dan dilihat pada pelaku pembuatnya.

Apabila perbuatannya diambil sebagal titik tolak,
menurut Soesilo (1976 : 14), jenis kejahatan dapat dibagi
dua yaitu dilihat dari caranya dilakukan dan dilihat dari
objek hukum yang diserangnya.

Dilihat dari caranya dilakukan, kejahatan dapat
dibagi menjadi tiga (Soesilo, 1976 : 14), yaitu

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga
penderita yang melihat, baik perbuatan maupun
pelakunya, tanpa atau dengan menyadari bahwa per-
buatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum,
misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian de-
ngan kekerasan, berbagai macam penipuan, kejahatan
vang dilakukan sedemikian rupa, sehingga penderita
pada waktu dilakukannya tidak dapat melihat per-
buatan atau pelakunya atau tidak dapat melihat
keduanya misalnnya penggelapan;

2. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-
alat pembantu khusus yang berupa senjata, perabot
dan bahan-bahan kimia, atau kejahatan yang dilaku-
kan tanpa alat-alat pembantu;

3. Kejahatan yang dilakukan dengan memakal kekerasan
fisik, tipu daya pembujukan atau dengan cara yang
biasa.

Dilihat dari objek hukum yang diserangnya, kejahat-
an dapat dibagi delapan (Scesilo, 1976 : 15), yaitu

Kejahatan terhadap keamanan negara.

Kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden
dan Wakil Presiden.

Kejahatan terhadap ketertiban umum

Kejahatan terhadap kekuasaan umum

Kejahatan terhadap kesusilaan

Kejahatan terhadap kebebasan orang

Kejahatan terhadap jiwa orang

Kejahatan terhadap harta benda, dan lain sebagai-
nya yang dapat kita jumpai pada pembagian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

N =

DD W
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Apabila dilihat dari pelaku atau pembuatnya sebagil
titik tolak menurut Soesilo (1976 : 15), untuk membaginya
ada dua jalan, yaitu dilihat dari motif atau alasan yangd
ada pada pelakunya dan dilihat dari sifat-sifat penjahat.

Jika kita merujuk pada pembagian bentuk kejahatan
sebagaimana yang dikemukakan Socesilo di atas, maka kita
dapat memasukkan' penggunaan senjata tajam tanpa 1izin
kedalam kategorl kejahatan yang dilakukan dengan menggu-
nakan alat-alat pembantu dan kejahatan vyang ditunjukan
terhadap Jjiwa orang. Di samping itu, kita dapat pula
menganalisis pelaku tindak pidana penggunaan senjata
tajam tanpa izin dari motif atau alasan dibawanya senjata
tajam altau diguuaﬁannya senjata tajam untuk membunuh atau
menganiaya manusia lainnya.

Pada umumnya negara sedang berkembang melarang pe-
milikan senjata, baik yang berupa senjata api maupun yang
berupa senjata tajam, secara bebas dengan dalih apapun.
Menurut B. Simandjuntak (1981 : 87), negara-negara terse-
but takut pada meningkatnya kejahatan, Juga takut pada
kemungkinan pemberontakan, karena adanya pemilikan senja-
ta secara bebas maka negara akan menghadapi dua bentuk
kejahatan yang sangat ditakuti, yaitu kejahatan biasa dan
kejahatan politik secara kekerasan.

Bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia,
terdapat beberapa permasalahan kriminalitas di antaranya

ialah
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1. Juvenik delenguency = delik yang dilakukan oleh
remaja;

2. Penyalahgunaan obat-obat terlarang;

w

Pemerkosaan;
4. Penyelundupan;
5. Pembunuhan;

Penipuan; dan

N B

Penodongan.
Menurut Abdulsyani (1987 : 86), bahwa untuk meng-
analisis berbagai bentuk kejahatan yang selama ini ter-
jJadi di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak ham-
batannya, terutama hambatan yang disebabkan oleh keadaan
kriminologi di Indonesia yang belum cukup memadai untuk
dapat menentukan sebab-sebab mengapa orang melakukan
tindak kejahatan atau melanggar hukum, meskipun pada
dasarnya kejahatan tersebut tidak bisa dihilangkan secara
total, paling tidak Indonesia harus sudah mempersiapkan
metode-metode tertentu untuk menekan tingkat kejahatan
tersebut sampai serendah-rendahnya.

Oleh karena masalah penganiayaan dan pembunuhan
tidak saja banyak terjadi di daerah perkotaan tetapi juga
di daerah pedesaan, dan tampaknya kejahatan ini tampak
cukup menonjol di Sulawesi Selatan, maka usaha persiapan
untuk menekan tingkat kejahatan tersebut perlu dilakukan

secermat mungkin.

Menonjolnya tingkat kejahaan penganiayvaan dan pem-
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1. Juvenik delenquency = delik yang dilakukan oleh

remaja;
2. Penyalahgunaan obat-obat terlarang;
3. Pemerkosaan;
4. Penyelundupan;
5. Pembunuhan;

6. Penipuan; dan
7. Penodongan.

Menurut Abdulsyani (1987 : B6), bahwa untuk meng-
analisis berbagal bentuk kejahatan yang selama ini ter-
jJadi di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak ham-
batannya, terutama hambatan yang disebabkan oleh keadaan
kriminologi di Indonesia yang belum cukup memadai untuk
dapat menentukan sebab-sebab mengapa orang melakukan
tindak kejahatan atau melanggar hukum, meskipun pada
dasarnya kejahatan tersebut tidak bisa dihilangkan secara
total, paling tidak Indonesia harus sudah mempersiapkan
metode-metode tertentu untuk menekan tingkat kejahatan
tersebut sampail serendah-rendahnya.

Oleh karena masalah penganiayaan dan pembunuhan
tidak saja banyak terjadi di daerah perkotaan tetapi Jjuga
di daerah pedesaan, dan tampaknya kejahatan inl tampak
cukup menonjol di Sulawesi Selatan, maka usaha persiapan
untuk menekan tingkat kejahatan tersebut perlu dilakukan

secermat mungkin.

Menonjolnya tinghkat kejahaan penganiayaan dan pem-
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bahwa kalau penegakan siri’” itu sesuail dengan pasal 49
(1) atau pasal 49 (2) KUHP maka terdakwa harus dibebas-
kan. Kalau pembelaan terhadap diri atau diri orang lain,
barang sendiri atau kehormatan kesusilaan dilampaui dise-
babkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan
atau ancaman serangan itu, maka terdakwa dilepaskan dari
segala tuntutan hukum (Jaksa dapat naik banding).
Selanjutnya Andi Zainal menyatakan bahwa pembelaan
terpaksa (pasal 49 (1) KUHP) harus memenuhi syarat-syarat
sebagal berikut
a. Adanya serangan atau ancaman serangan ketika 1itu
Juga;
b. Pembelaan dilakukan terhadap diri atau orang lain
atau barang sendiri atau barang orang lain, atau

perikehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain;

o

Pembelaan tidak boleh melampauil batas, harus ada
keseimbangan antara apa yvang dibela dan kepenting-
an orang lain yang harus dikorbankan.
Menurut Andi Zainal Abidin, kalau penyerangan belum
dilakukan atau belum mengancam tgrhadap pembuat delik,
maka terdakwa tidak boleh menyerang korban. Yang disebut
kehormatan kesusilaan ialah hal-hal yang menyangkut seks.
Prof .Mr. Van Hamel memperluas pengertiannya dengan keten-
teraman rumah tangga (oleh yurisprudensi belum diterima).
Penyverangan terhadap kehormatan kesusilaan umpamanya ada-

lah sebagai berikut
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Perempuan A vyang dipaksa hendak bersetubuh atau

hendak ditelanjangi membela kehormatan kesusilaannya

dengan menikam penyerang.
Sedangkan ancaman kekerasan berarti serangan sudah akan
dimulai dan kalau yang diserang tidak mengadakan pembela-
an maka ia pasti akan diperkosa. Kalau seranéan orang
telah lampau maka tidak boleh terdakwa mengadakan pembe-
laan, umpanya pencuri sudah melarikan diri, maka 1a tidak
boleh dibunuh, Andi Zainal Abidin memberikan contoh seba-

gai berikut

Saudara perempuan A dilarikan oleh lelaki B, setelah
sepuluh tahun berlalu barulah A membunuh B.

Menurut KUHP, A harus dihukum dan tidak dilindungi oleh
pasal 49 (1) dan 49 (2) KUHP, bahkan sering orang semacam
A dipidana melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih
dahulu menurut pasal 340 KUHP dan ancaman pidanya adalah
maksimum pidana mati (sanksi pidana untuk pembunuhan
biasanya maksimum 15 tahun penjara).

Andi Zainal Abidin selanjutnya mengemukakan bahwa
menurul hukum adat dahulu, A tidak dapat dipidana karena
ia menegakkan siri'nya. Jadi hakim harus memperhatikan
pula pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang memerintahkan hakim harus memperhatikan nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat sebelum menjatuhkan pidana.
Dengan demikian, sebaiknya nilai-nilai hukum adal
dijadikan oleh hakim sebagai dasar peringanan pidana

secara tidak tertulis.
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Jadi menurut Andi Zainal Abidin, siri’ bukan lagil
merupakan dasar peniadaan pidana, kecuall memenuhi unsuar-
unsur pasal 49 (1) dan pasal 49 (2) KUHP. Dengan demiki-
an, menurut hemat penulis penegakan hukum terhadap tindak
pidana penganiayaan atau pembunuhan dengan latarbelukang
siri haruslah diperhatikan apakah tindak kejahatan terse-
but memenuhi unsur pasal 49 (10 dan 49 (2) atau tidak,
jika memenuhi maka pelaku penganiayaan atau pembunuhan
dengan menggunakan senjata tajam seperti badik haruslah
dibebaskan |dari segala tuntutan hukum dan Jjika tidak
memenuhi unsur pasal 49 (1) dan 49 (2) KUHP maka pelaku-

nya haruslah diganjar dengan hukuman penjara.
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BAB 3
ASPEK SOSIOLOGIS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
3.1 Aspek Budaya Sulawesi Selatan
Abdulsyani (1987 : 20) mengemukakan tentang pende-
katan - yang dapat digunakan untuk menjelaskan latarbela-
kang timbulnya kriminalitas, yaitu

a. Pendekatan biologis, yaitu pendekatan vyang di-
pergunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan
Lentang sebab-musabab atau sumber kejahatan ber-
dasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang di-
gunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab
musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masa-
lah-masalah kepribadian dan tekanan kejiwaan yang
dapat mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan.

¢. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang di-
gunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab-
sebab dan sumber-sumber timbulnya kejahatan berda-
sarkan interaksi-interaksl sosial dan proses so-
sial serta struktur sosial yang ada di dalam ma-
syarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Dengan memperhatikan tentang pendekatan yang dapat
digunakan dalam menjelaskan latarbelakang timbulnya ke-
jJahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani di

atas, maka penulis dalam membahas masalah pemakaian sen-
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jata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang akan
menggunakan pendekatan sosiologis, hal mana aspek budaya
Sulawesi Selatan merupakan salah satu sistem sosial yang
dapat ditelaah untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya
kejahatan penggunaan senjata tajam.

Adapun lyang termasuk nilai-nilai budaya masyarakat
Sulawesi Selatan yang sudah ada sejak dahulu kala adalah
sirik, were dan pacce.

Salah satu sumber nilai yang dihayati oleh orang
Bugis-Makassdr dimasa lampau ialah Pangngaderreng. Menu-
rut Mattulada (Syukur Abdullah, 1985 : 170), pangnga-
derreng dapat diartikan sebagai wujud kebudayaan yang
selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan adat
serta tata tertib, Juga mengandung unsur—unsu} vang meli-
puti seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan
mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan
materil.

Di dalam Lontara’ Sukku ' na Wajo diuraikan tentang
nilai budaya yang merupakan tata nilai yang oleh Andi

Zainal Abidin (1983 : 125-129) dijelaskan sebagai beri-

kut

1. Ade ammaradekangeng (adat kemerdekaan) : aturan yang
menetapkan hak-hak sosial rakyat.

2. Ade ' assituruseng (adat berdasarkan persetujuan bersa-
ma), vyang dilukiskan sebagai berikut : Adapun yang

kita buat "ade” ialah apa yang kita sepakati bersama
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vang tak diubah, kebulatan kita yang tak dibelah,
kesepakatan kita yang diteruskan, kehendak bersama
kita yang tak dirusak, janji kita yang tak ditinggal-
kan, agar kita bersama dalam kebaikan dan suci men-
Jalaninya dan suruh menjalaninya pada orang lain serta
kita persaksikan kepada Dewata Yang Esa hal-hal yang
suci telah kita sepakati bersama, untuk menyebutnya
Jalan yang lurus, kebaikan yang merata, dan dinamakan-
lah "ade "assituseng”.

Ade ‘bicara melempu’e (adat peradilan yang lurus) ;
ialah perbuatan yang betul, tingkah laku yang benar,
ketetapan yang patut, "pa batang” (aturan hukum yang
mengandung larangan dan perintah yang bersanksi) vyang
kuat dan kebaikan yang meluas. ..

Pa ' batang (penghalang) : yang disebut pa’'batang ialah
tempat berlindung orang yang lemah dan jujur, tempat
terbentur orang kuat yang curang, ia juga pagar begeri
terhadap orang yang berbuat kejahatan, jika dilangkahi
orang ditendangnya ke atas dan bila diselundupi orang
dihimpitnya.

Tuppu’ (susunan, Jjenjang tingkatan) : mengikutlah anak
orang ke ayahnya sampai pada anak cucunya, ia merupa-
kan sambungan kejujuran dan hak-hak kemerdekaan, yaitu
siapa yang berbuat, hanya ia yang makan dan merasakan
gurih, asin cuka dan pahit getirnya, tak boleh orang

lain.
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Wari® (perbedaan) } kejujuran yang membedakan hal-hal
yang patut dibedakan, yang besar dengan yang kecil,
yang tinggi dengan yang rendah, yang .panjang dengan
vang pendek, yang. berat dengan vang ringan, abdi
dengan orang merdeka dan penduduk dengan raja.

Rapang (bandingan, contoh, teladan) : mempersamakan
dan merupakan hal-hal berdasarkan kejujuran dan ke-
baikan masa lalu, dan itulah yang dijalankan dan di-
teruskan penterapannya oleh raja dan penduduk, maka
dinamakan teladan yang diteruskan.

Ade “abiasang ri wanuae (adat kebiasaan negeri) : ialah
kejujuran vyang telah disetujuil bersama yang disukai
penduduk untuk ditaati dan disuruh taati.

Ade ‘meraja ti arungnge (adat besar yang berlaku bagi
raja) : kejujuran dan kecakapan raja yang mendatangkan
kebaikan bagi orang banyak, yang disetujui secara
bulat oleh orang banyak.

Ade ‘pura onro (adat yang tetap yang tak boleh diuhah).
yaitu bicara (ketetapan) yang Jjujur dan yang berlaku
luas, yang telah disepakatl bersama oleh raja dan
penduduk untuk dilaksanakan dan ditaati dan disuruh
taati yang dipersaksikan kehadapan Dewata Yang Esa.
Maka demikianlah ia tak boleh diubah, tak boleh Jjuga
dibatalkan, walaupun disemuai sebab akan merusak
negeri bila diubah pura onro itu, karena akan

menyalahkan yang betul dan menyingkirkan kejujuran.
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Sesual dengan penghayatannya mengenal pangngader-
reng, orang Bugis-Makassar memandang nilai-nilai dalam
pangngaderreng meruapakan bagian daril dirinya dan menen-
tukan martabat atau harga dirinya yang terdapat dalam
konsep sirik (Syukur Abdullah, 1985 : 172).

Mattulada (1977 : 4) memandang girik sebagai ethos
kebudayaan Bugis-Makassar. Menurutnya, sirik hanya dapat
dipahami dengan lebih baik dalam pelaksanaan pangngader-—
reng

..apabila mengamati dengan seksama setiap dambaan
hati nurani orang Bugis-Makassar yang memamahami
sirik sebagai motif yang amat dalam dari segenap
gerak hidupnya berfikir, merasa dan berprakarsa
maka pada hemat kita sirik itu, tidak lain daripada
inti ethos atau alat integrasi dari pangngaderreng
mereka. Sirik itulah inti kebudayaan orang Bugis-

Makassar. Sebagai inti kebudayaan niscaya dari

sirik itulah berkembang segenap isi kebudayaan yang

lima aspek seperti tersebut di atas (unsur pengnga-
derreng, pen.)"

Menurut H.D. Mangemba (1977 : 1), dalam pengertian
harfiahnya, sirik adalah sama dengan rasa malu. Kalau di-
lihat dari makna kulturnya, sirik berarti kehormatan,
harga diri, martabat atau dignity. Jadi, menurut Mangemba
maka perlu dibedakan harfiahnya dengan pengertian kul-
turalnya. Bagi orang Makassar, menurut Mangemba, penger-
tian kulturalnya itulah yang lebih menonjol dalam kehi-
dupannya sehari-hari, apabila dia menyebut perkataan
siri’, karena sirik adalah dirinya sendiri. Perumusan

mengenai siri” menurut Mangemba ialah, soal malu yang

erat hubungannya dengan kehormatan diri, harga diri seba-




e thS e

sl =)
B 5

5

o 29
o
gai seorang manusia. ‘a;"
Andi Zainal Abidin (1883 : 12) skan pengerti-

w

an siri’ yaitu
w

“"Weltanschaung orang-orang Indonesia yang mengandung
etik pembedaan antara manusia dan binatang dengan
adanya rasa harga diri, harkat dan martabat serta
kehormatan kesusilaan vyang melekal pada manusia
vang mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjur-
an, larangan, hak dan kewajiban yang menjadi pedo-
man hidup guna menjaga, mempertahankan atau mening-
katkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan
menjunjung tinggi martabat Tuhan'.

Siri” Jjuga merupakan motivasi untuk mengubah,
memperbaiki dan mengembangkan nasib perorangan dan kelom-
pok, ia mengandung kekesatriaan, kejujuran, ketasatan
kepada orang tua, guru dan pemimpin, kemanusiaan, rasa
cinta kasih, semnagat senasib sepenanggungan, kebulatan
tekad wuntuk mempertahankan kebenaran dan membasmi keja-
hatan, ketaatan pada hukum yang berlaku, kesediaan ber-
korban untuk mempertahankan kemanusiaan dan keadilan, dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Andi Zainal Abidin,
1983 : 12).

Hilai budaya yang tak terpisahkan dengan siri’
ialah pesse/esse babua atau pacce’ (pedih), yang secara
harfiah bermakna perasaan pedih dan perih yang dirasakan
meresap dalam kalbu seseorang, Karena melihat penderitaan
orang lain. JTa berfungsi sebagal alat penggalang persatu-
an, solidaritas, kebersamaan, kesediaan, rasa kemanusiaan

dan motivasi pula untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan

vang sangat pelik dan berbahaya (Andi Zainal Abidin,1983:
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Andi Zainal Abdin (1983 : 46-47) mengemukakan bahwa
siri’ dalam arti harkat dan martabat bila dilanggar oleh
orang lain menimbulkan bagi yang dihina Siri Ripakasiri’
dan Siri’~ Masiri . Siri’ ripakasiri terjadi bilamana rasa
aib timbul karena ditimpahkan oleh orang lain, misalnya
seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia
di luar batas kemanusiaan yang adil dan beradab. Reaksi
yang dihina ialah diperkenankan oleh Hukum Adat untuk
mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang
yang menghina. Dalam dua hal yang dihina tidak diperke-
nankan mengambil tindakan sendiri, yailtu
1. Penguasa telah turun tangan untuk mengambil, dan
2. Yang menghina atau yang wmemperlakukan orang lain

mungkin dilawan.

Siri Masiri® terjadi bilaman rasa aib timbul karena
keadaan atau kesalahan orang itu sendiri, misalnya sese-
orang merasa harkat dan martabatnya hilang, karena tak
dapat berprestasi atau tak dapat menyaingi orang lain
yvang sukses, baik dengan Jjalan halal maupun dengan Jalan
vang tidak halal. Orang demikian tidak diserang oleh
orang lain. Siri’ macam ini menimbulkan tekad yang kuat
dan motivasi untuk maju dan untuk itu berimigrasi ke
daerah lain. Kelak, kalau ia telah berhasil, maka ia akan
kembali ke daerah asalnya dan mempgrlihatkam dirinya,

bahwa siri'nya seolah-olah hendak mempersaksikan kepada
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masyarakatnya, bahwa siri'nya telah pulih dan oleh
karenanya telah menjadi manusia Bugis-Makassar kembalil
(Andi Zainal Abidin, 1983 : 47).

Orang Bugis-Makssar menempatkan siri’ pada keduduk-

an yang sangatbt dimuliakan, seperti yang terungkap di ba-

wah ini
Siri° emmi ri onrong ri lino utettong ri adee, na-
jagainnami siri“ta. Naia Siri’e, sunge naranreng,

nyawa nakira-kira.

Artinya

Hanya dengan siri’ kita hidup di dunia, aku setia
pada adat karena ia menjaga siri” kita. Adapun siri’,
jiwa imbalannya, nyawa yang dituju (M. Syukur Abdul-
lah, 1985 : 174)

Dengan demikian menurut orang Bugis-Makassar, mati
karena menegakkan siri’ adalah mate rigollai, mate risan-
tangi (mati disaluti gula dan diguyur santan), suatu
kematian yang dianggap terhormat (M. Syukur Abdullah,
1985 :" 1973)

Mattulada mengemukakan hubungan siri” dan pacce

dengan unghkapan sebagail berikut

Ia sempungi ta rekkua de'na siri'na, engka messa
pessena (bahasa Bugsi).

I Kambe' Mangkasaraka, punna ta’'si’, pacceseng ni
pabbulo sibatangeng (bahasa Makassar).

Artinya

Sesama kita orang Bugis, bilamana siri’” itu tak ada
lagi padanya, maka niscaya ada passenya.

Sesama kita orang Makassar, bilamana siri’ itu tak
ada lagi padanya, maka niscaya masih ada paccenya (M.
Syukur Abdullah, 1985 : 174).

Menurut Andi Zainal Abidin (1983 : 49), dasar ber-
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lakunya siril’ sebagal pandangan hidup ialah Hukum Adat,
yang sebagian diganti oleh Belanda dengan Hukum Barat
vang tidak sesuai dengan adat. Setelah Indonesia merdeka
keadaan makin parah, karena timbul pemberontakan, dalam
keadaan demikian tidak dapat diharapkan berkembangnya
atau bertahannya nilail budaya tradisional yang baik.

Pendapat penulis apa yang dikemukakan oleh Andi
Zainal Abidi tentang digantinya sebagian Hukum Adat oleh
Hukum Barat, maka hal ini telah mengakibatkan pergeseran
nilai terhadap budaya Sulawesi Selatan, sehingga peng-
hayatan siri’” tidak lagi diterapkan melalui kﬁnsep vang
sakral, melainkan lebih mengarah pada kepentingan priba-
di semata.

Pergeseran nilail penghayatan siri’ oleh sebagian
orang Bugis Makassar turut memberikan pengaruh pada
timbulnya penggunaan senjata tajam tanpa izin, hal mana
penggunaan senjalta tajam tersebut didasarkan pada perasa-
an siri’ yang sebenarnya tidak pada proporsinya. Jadi,
nilai budaya Sulawesi Selatan khususnya mengenal nilail
budaya siri’ telah mempengaruhi timbulnya penggunaan
senjata tajam tanpa izin di tengah-tengah masyarakat.

Adanya nilai budaya Siri’ Ripakasiri’, yaitu pera-
saan malu yang Limbul bilamana seseorang menghina alau
memperlakukan sesamanya manusia di luar batas kemanusia-
an, wmisalnya menempeleng orang lain, meludahil seseorang

di depan umum atau melarikan keluarga perempuan orang
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lain, maka reaksi yang dihina ialah harus mengambil tin-
dakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang meng-
hina, menurut hemat penulis bturut mempengaruhi terjadinya
kasus-kasus penggunaan senjala tajam tanpa izin di Kota-
madya Ujung Pandang.

Jadl seseorang yang Siril  Ripakaslirl menurut keten-
uan hukum adat dahulu kala, diperbolehkan membunuh orang
yang telah mempermalukannya, kalau ia tak mawmpu maka
salah seorang anggota keluarganya akan melakukannya di-
mana saja dan kapan saja, sekalipun peristiwanya telah
lama berlangsung, karena manusia yang mati siri ' nya
(dignity) dianggap bukan manusia luagi, tetapi binatang
yang menyerupal manusia. Orang Mandar menganggap manusia
vang tak mempunyai siri’ derajatnya lebih rendah duéi
pada anjing (Andi Zainal Abidin, 1983 :3 ). Dengan demi-
kian jelaslah bahwa nilai budaya ini mempunyai pengaruh
vang besar terhadap penggunaan senjata tajam tanpa izin
di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kotamadya Ujung
Pandang pada khususnya.

3.2 Struktur Sosial, Tradisi dan Kepribadian Masyarakal
Sulawesi Selatan.

Struktur suku Bugis-Makassar pada masa yang lalu
memiliki suatu sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan-
kerajaan besar dan kecil, dengan struktur masyarakalt yang
mengenal hirarki dan perlapisan sosial berdasarkan ke-

turunan, status maupun kedudukan.
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Pada garis besarnya masyarakat Sulawesi Selatan
dibedakan atas tiga tingkatan atau lapisan, yaitu : kaum
bangsawan, orang biasa (warga merdeka, to merdeka" ) dan
lapisan budak ("ata"). Lapisan orang biasa (to merdeka)
adalah bagian terbesar dari masyarakat, yang diperkirakan
lebih dari 99%. Kaum bangsawan adalah lapisan atas masya-
rakat yang jumlahnya kecil, namun merekalah yang mengua-
sai pemerintahan dan kekuatan ekonomi yang berpusat pada
penguasaan tanah. Kaum budak “"ata” apakah berdasarkan
keturunan &atau karena diperoleh dalam perang atau “di-
beli", sebenarnya merupakan lapisan yang amat sedikit,
dan kemudian oleh pemerintah kolonial telah dihapuskan
dengan resmi (M. Syukur Abdullah, 1985 " 163).

Dahulu kala, menurut Andi Zainal Abidin (1983
87), kelonggaran tradisi tersebut, setelah masuknya
ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Perubahan adat yang
.antara lain mengatur tentang tingkat-tingkat sosial
(kelas) ﬁasyarakat Wajo umumnya yang disebut wari, vyang
juga sama dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Sebelum
islam sangat ketat, bahkan perkawinan antara lelaki yang
lebih rendah tingkatnya dengan seorang perempuan yang
lebih tinggi statusnya merupakan kejahatan yang disebut
sapa’ ri tana (pantangan negeri) atau incest, lelaki 1itu
disebut temei aju raja (mengencingi pohom kayu besar) dan
perempuan disebut nasoppa’i tekkenna (ditusuk oleh tong-

katnya). Keduanya menurut Andi Zainal Abidin dapat di-
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hukum mati atau hukuman pembuangan (riselong)

Adanya pengaruh ajaran islam yang didorong oleh
pesatnya perdagangan, sehingga banyak orang Wajo menjadi
pedagang kaya, maka berubahlah wari’ tersebut. Orang kaya
dan alim ulama diperkenankan memperistrikan perempuan
bangsawan. Hanya di daerah seperti Bone, Soppeng dan Gowa
adat lama tetap bertahan (Andi Zainal Abidin, 1983 : 88).

Pesatnya perdagangan banyak orang Wajo, pandangan
hidup mereka mengalami perubahan pula. Penilaian sese-
orang tidak hanya berdasarkan status keturunan dan keca-
kapan seseorang, tetapi juga harta kekayaan. Andi Zainal
Abidin (1983 : 88) selanjutnya menyatakan

“Dengan adanya perubahan pandangan di Wajo, maka
terjadilah perubahan adat pula. Hanya lelaki yang
lebih rendah kedudukannya yang akan mengawinl pe-
rempuan bangsawan masih diharuskan untuk membayar
uang mahar yang lebih tinggi dari pada yang umum,
yvang disebut melli dara (beli darah)"”.

Meskipun di dalam masyrakat Sulawesi Selatan, yang
dapat memerintah atau menjadi raja, haruslah orang dari
kalangan keturunan bangsawan, namun dikenal Juga cara
dimana lapisan masyarakat biasa dari kalangan bawah dapat
meningkat status sosialnya. Seorang laki-laki dalam ma-
syarakat Bugsi dapat meningkat kedudukannya melalul pres-
tasi yag dicapainya, dengan Jjalan melalui usaha dan kerja
keras. Setelah orang tersebut menjadi kaya dapat melamar
dan mengawini perempuan dari kalangan bangsawun yang

lebih tinggi status sosialnya atau derajad keturunannya,
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dengan membayar mas kawin (sunrang), sebagal pembayaran
darah yang harus dipenuhinya sebagal syaral untuk menga-
wini perempuan dari kalangan bangsawan.

Menurut M. Syukur Abdullah (1985 : 167) hal ini
penting diperhatikan, bukan pada keanehan pembayaran dan
harganysa, melainkan pada fleksibelitas tradisi Bugis-
Makassar mengenai status dan kedudukan sosial seorang
luki-laki yang dapat meningkat jika dapat berprestasi.

Perubahan pandangan dan tradisi tersebul mendorong
orang suku Bugis-Makassar untuk berprestasi, yang dilan-
dasi dengan semangat siri’, yaitu siri’ masiri’ (rasa
malu vang muncul dari lubuk hati sendiri). Adapun orang
yvang Ltidak mencapai prestasi, maka biasanya orang Ler-
sebut meninggalkan daerahnya yang dalam mansyarakat Sula-
wesi Selatan dikenal dengan sebutan passompe (orang yang
pekerjaannya merantau) dan telah menjadi tradisi.

Orang Bugis, Makassar dan Mandar yang berada dipe-
rantauan, sering mempunyai suatu semboyan atau unglapan
sebagai sikaﬁ tak mau menyerah yaitu sebagai berikut

“"Pura ba'bara sompe ku, pura tangkisi’ gulikku,ule’
birengngi telleng natoalie (Bahasa Bugis).
Takunjung, bangung turu’, nakugunciri’ gulinghknu,
kuallenangna tallang natoalie (Bahasa Makassar).

Artinya
Layarku telah kukembangkan, kemudian telah kupasang,

kupilih tenggelam dari pada melangkah surut (Andi
Zainal Abidin, 1983 :8)
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Dengan adanya ungkapan tersebut di atas maka ba-
nyaklah masyarakat suku Bugis-Makassar dan Mandar melaku-
kan perantauvan di negeri orang. Di dalam melakukan peran-
tavan tersebul mereka memiliki prinsip, yaitu

“"Lebini mate ma’'darae, namate temmanre.
Artinya

Lebih baik mati berdarah dari pada mati kelaparan
(Andi Zainal Abidin, 1983 : 36)

Prinsipnya lebih baik mati bLerdarah dari pada mati
kelaparan sebagaimana tersebut di atas, jelas telah mewm-
bentuk kepribadian suku Bugis-Makassar dan Mandar menjadi
orang yang berani, dan untuk mempertahankan diri dari
pihak luar maka orang Bugis Makassar banyak yang membawa
badik sebagai lambang kejantanannya. Mereka merasa baliwa
dengan membawa badik, maka harga dirinya akan selalu
Lerjaganya dan bila dilanggar maka dia dengan mudah me-
ngembalikan harga dirinya dengan mempergunakan bagik
tersebut yaitu dengan mebunuh orang yang telah merobek-
robek harga dirinya.

Prof.Dr.Mr. Andi Zainal Abidin Farid dalam menjawab
pertanyaan  penulis tentang kebiasaan membawa senjata
tajam bagi orang Bugis-Makassar, maka beliau mengemukakan
bahwa menurut Hukum Adat, setiap orang lelaki dewasa Bu-
gis-Mukassar, Mandar, Toraja, Luwu dan Massenrempulu
boleh atau malahan dianjurkan untuk membawa badik atau

keris sebagai tanda kedewasan, hanya dilarang diperguna-
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kan untuk menikam orang kalau siri'nya tidak dilanggar

ataun dicemari. Orang barulah boleh menikam dalam hal

siri nya ditimpakan aib yang hebat, dengan kata lain
baruluah orang boleh membunuh atan menganiaya dalam hal

"sirli ripoamateng” (Bahasa bugis), "siri’ dipomate” (Man-

dar, Massenrempulu, Toraja dan Luwu).

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid lebih lanjut
mengemukakan bahwa yang mencakup siri ripoamateng adalah:
a. lstrinya diperkosa, dibawa lari, ditempeleng, diludahi

di depan umum, difitnah melakukan kejahatan padahal ia
Lidak melakukannya;

L. Yang bersangkutan sendiri ditempeleng diludahi atan
difitnah melakukan kejahaltan berat padahal tidak
benar; dan

¢. Negara orang itu dipermalukan, umpamanya diserang oleh
bangsa lain.

Penghinaan lain selain ketiga penghinaan di atas
menurut Andi Zainal Abidin tidak diakui sebagai dasar
untuk membunuh, tetapi diakui bahwa orang yang dilanggar
malunya itu  boleh membalas setimpal dengan perbuatan
penghinaan orang itu, umpamanya : seseorang ditertawail
karena kentul, yang dihina tidak boleh membunuh tetapi
boleh memukul orang yang menghina.

Dari Jjawaban atas pertanyaan penulis kepada Prof.
Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid selaku tokoh masyarakat

sekaligus sebagail ilmuwan, maka jelaslah bahwa kepriba-
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dian orang Bugis-Makassar memberikan h yang cukup

kual bagi kasus penggunaan senjata tajam tanpa izin di

KoLamadya Ujung Pandang.

Juga dengan kepribadian sebagai masyarakat pelaut
vang setiap harinya diterpa oleh hal-hal yang sifatnya
panas dan  keras, amak banyak mempengaruhi watak orang
Bugis-Mukassar menjadi keras dalan segala hal, dan watak
vang keras karena struktur sosialnya menciptakan demikian
itu  membawa pengaruh yang kuat terhadap tindakan yang
dilakukan manakalah siri ' nya telah dilanggar oleh orang
lain sehingga ia akan membunuh atau menganiaya orang yang
menghinanya tersebul, maka terjadilah kasus penggunaan
senjala tajam tanpa izin Lersebut.

Apa yang telah penulis uraikan mengenai pengaruh
kepribadian orang suku Bugis-Makassar dan Mandar serta
Toraja sebagaimana yang tersebut di atas, maka Soerjono
SoekanLo (1988 : 151) mengemukakan bahwa

"Secara umum dapatlah dikatakan bahwa penelitian
terhadap hubungan hukum dengan kepribadian dapat
dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu

1. sebab-sebab terjadinya pelanggaran terhadap

kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada Jiwa
manusia;

2. unsaha-usaha atau cara-cara yang telah melembuga
dan mendarah daging, untuk menyelesaikan pelang-
garan-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum;
dan

3. hasil-hasil daripada tindakan-tindakan yang
telah melembaga untuk menetralisasikan akibat
pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah

hukum"™ .

Selanjutnya dengan merajuk pada penelitian dari Ronald
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M. Berndt tahun 1962, maka Soerjono Soekanto mengemukakan
bahwa penelitian yang dilakukan di Irian Timor menyimpul-
kan, ternyata orang-orang Irian Timur tLersebutbt sangat
mengaguml kekuasaan, kekualan fisik dan sifal  agresif
vang dihubungkan dengan seks. Pelbagal pelanggaran Ler-
hadap kaildah-kaidah hukum dalam masyarakat tersebut dapat
dibubungkan dengan ciri-ciri etnik dari orang-orang Irian
Timur Lersebut (Scerjono Soekanto, 1988 :152 - 153).
Dengan merajuk pada apa yvang dikemukakan oleh Soer-
jono  Soekanto tersebut maka semakin kuatlah pendapat
penulis bahwa kepribadian orang suku Bigis MHakassar telah
mempengaruhi tindakan pelanggaran hukum yaitu pemakaian
senjata Lajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.
Kepribadian vyang dominan mempengaruhl banyaknya
pelanggaran hukum yang dalam hal ini kasus penggunaan/pe-
makaian senjalta tLajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pan-
dang adalah kepribadian Siri . Asumsi penulis 1ini atas
dasar wawancara penulis dengan para pelaka pemakaian
senjala  Lajam tanpa izin yang memberikan alasan karena
malu sehingga membunuh atau menikam (menganiaya)
Prof.Dr.Mr.Andi Zainal Abidin dalam menjawab per-
Lanyaan penulis, secara Lertulis belian mengemukakan
bahwa orang-orang Sulawesi Selalan pada umumnya mengang -
dap badik, keris, kelewang dan tombak sebagail Jimat
serta berfungsi pallawa tailaco, dengan kata lain orang

vang memakail senjata tajam tidak akan memaki-maki atan di
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hina oleh orang lain. Jadi ia merupakan alat pencegah
supaya  pemakainya tidak dilanggar siri'nya (harkat dan
martabatnya).

Selanjutnya Prof .Dr.Mr.Andi Zainal Abidin menyata-
an, menurut beberapa Lonltarak Bugis, bahwa ukuran kedewa-
sSaan sescorang lelaki ditentukan oleh faktor pemakaian
senjala tajam dan disebut mappakani ariwikna, itu berar-
ti pinggangnya sudah bercabang.

Menurut  Andi Zainal Abidin, disebuah  kampung di-
Kabupaten Boune bagian Barat, anak-anak lelaki kalau sudah
dianggap dewasa, karena sudah mengenal siri, masih biasa
diupacarakan oleh orang tuanya dengan memasang badik atau
keris dipunggungnya, namun yang aneh fakta di kampung
Ltersebul Jarang sekali terjadi pembunuhan dan penganliaya-
an schingga pemerintah daerah dan polisi membiarkan Lra-
disgi demikian. Jarangnya terjadi penikamuan mungkin di-
sebabkan karena mereka saling menyegani dan saling meng-
hormabtl siri’ mereka.

Dengan merujuk pada contoh yang dikemukakan oleh
Andi  Zainal Abidin maka menurut hemal penulis Jarangnya
Lerjadi penikaman di daerah tersebut di karenakan mereka
memahiaml artl dan makna siri’ yang sesunggulinya sehingga
Lidak langsung membunuh jika hanya tersinggung sedikit,
lain halnya di Kotamadya Ujung - Pandang vang walaupun
tidak terlalu berat dilanggar Siri’ nya mereka sudah

menikam atau membunuh, hal ini menurut hemat penulis ni-
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lai dan makna siri’ telah mengalami pergeseran pada posi-

si yang Lidak semestinya.



BADB 4
KASUS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA TZIN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
1.1 Penggunaan Senjata Tajam dan Akibatnya

Salalhh satu dari gejala sosial yang memperlihatkan
kecenderungan di  Sulawesi Selatan pada umumnya dan di
Ujung Pandang khususnya adalah membawa senjata tajam.
Banyaknya orang yang membawa senjata tajam sebagaimana
yang Lelalhh penulis uraikan pada bagian terdahulu mengenai
tradisi dan kepribadian dari masyarakat suku Bugis-Makas-
sar tentang arti pentingnya badik bagi mereka, vyaitu
badik dapat dijadikan sebagai jimat dan sebagai upaya
penjaga diri serta pertanda kedewasaan seseorang.

Alkan tetapi Jjika kita analisis kondisi objektif
dewasa 1ni, orang yang membawa senjata tajam seperti
badik, keris dan sangkur dengan maksud sebagal senjata
semata-mata sehingga peristiwa pembunuhan atau peng-
anjayaan sering terjadi di tengah masyarakat.

Untulk mengetahuil peristiwa pemakaian senjata tajam
tanpa 1zin di Kotamadya Ujung Pandang maka penulis telah
melakukan penelitian di instansi terkait, hal mana dari
hasil penelitian tersebut penulis melakukan analisis
terhadap jumiah kasus tindak pidana pemakaian senjata
tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

Dari hasil penélitian penulis pada Kantor Pengadil-

an Negeri Ujung Pandang, hal mana data diperoleh pada
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tanggal 17 sampai 21 Oktober 1991, hasiluya adalah
sebagai berikut

Tabel 1
JUMLAH PELAKU PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA
IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN UMUR DARIL
TAHUN 1487 SAMPAI 1990.

ey { 1987 | 1988 | 1989 ! 1990 !
‘NO.! UMUR - . S — e |l s el |
: i i Jumlah | Jumlah | Jumlah ! Jumlah i
[} i P ,__.._-__—-.__'.-_...._,_M.__l ________ | [ N b o AR ]
] ] ] ] 1 i
b 1.r 0 -f 14 | s : - - | ol
L 2.0 11 - 20 {139 ! 109 ! 101 ! 99 |
' 3.0 21 - 30 LY = i a5 | 95 | 112 !
1 1 ] ] (] 1 ]
] ] ] ] 1] ] 1l
' 4.0 31 - 40 w 3ed | 28 | 34 28 |
1 ] ] ] i (] i
] [ I [} 1 ] ]
{ 5.1 41 - 50 | g Il 11 ! 10 ! 8 |
) ] ] ] ] ] I
] ] ] ] i ] i
' 8.1 51 & B8O | p g | 2 3
P : : : : :
7.0 81 - 70 | 2 B T - 1

] ] ] I ] 1 ]
] ] ] ] ] ] ]

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Ujung Fandang

Jika kita perhatikan tabel 1 diatas maka jumlah
pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin
di Kolamadya Ujung Pandang yaﬁg telah diadili pelakunya
adalah sebagai berikut

Tahun 1987 jumlah pelaku adalah = 326 orang ;

Tahun 1988 jumlah pelaku adalah = 252 orang ;
Tahun 1989 jumlah pelaku adalah = 242 orang ; dan

Tahun 1990 jumlah pelaku adalah = 251 orang.

Dari data yang penulis peroleh sebagaimana yang
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tercantum pada tabel 1 jika dianalisis dari segl umur
pelaku pelanggaran penggunaan senjata tajam tanpa izin
di KoLtamadya Ujung Pandang, maka ternyata dari tahun 1987
sampai 1990 pelaku yang berumur antara 11 sampai 20 tahun
adalah yang terbanyak. Hal ini menurut penulis karena
pada umur antara 11 sampail 20 tahun Jiwa dan Ltenagda
manusia bergolak dengan keras sehingga mudah tersinggung
dan mengambil tindakan yang terburu-buru, hal ini terbuk-
ti dari hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkén
pelaku penggunaan senjata tajam yang terbanyak adalah
yang berumur antara 11 sampai 20 tahun dan selanjutnya
umur 21 sampai 30 Lahun dan seterusnya semakian tua umur

semakin sedikit pelakunya.
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Tabel 2
JUMLAH PELAKU PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAH TANPA
1ZIN DI  KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN PEKERJAAN

DART TAHUN 1987 SAMPAI 1990.

I '] I ] ] ]
I 1 ] I ] ]
] ' l | H H :
! 1.} Tidak Bekerja | 48 . 51l o a8 | 5 @
] ] ] ] I ] ]
] ] ] I 1] ] ]
! 2.! Petani : 7 : 5 HoR ! 15 |
1] ] 1] ] ] 1 ]
] i i ] ] ]

I 3.1 Pedagang ' 47 H 31 K 39 : 34 E
] ] 1 (] ] I 1
1 I ] ] ] ] ]
! 4.) Buruh/Tkg.Beca) 13il : apr =N ohE g5 1
I 1] ] (] ] ] ]
] 1) ] ] [} I ]
I B.) SopiE . 16 . LT 153 ! 12 !
1 1 ] 1 I ] ]
I ] ] ] ] L) [
! 6.1 Pelajar/Mahas. | 54 . 41 | b 30
I ] I I 1 ] ]
] ] ] ] ] (] [
' 7. Pegawal Negeri) 8 : o R B 4
1 I ] ] (] ] ]
] [} (] ] 1 1 ]
| B.! Pegawal Swastbta; 20 . 12 i 15 : 10 :
' i i \ H l '

sumber Data @ Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang
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Jika tabel 2 diatas diperhatikan ternyata pelaku
tindak pidana penggunaan senjata tanpa 1zin di Kotamadya
Ujung Pandang vyang paling banyak adalah mereka yang
pekerjaannya buruh dan tukang beca, kemudian pengangguran
pelajar/mahasiswa, pedagang, sopir, pegawal swasta, peta-
ni dan vang terakhir adalah pegawal negeril.

Penulis Jjuga telah melakukan wawancara langsung
dengan para pelaku delik yang telah menggunakan senjuta

tajam Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang dengan hasil
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wawancara sebagai berikut : bahwa faktor yag menyebabkan
mereka membunuh atau menganiaya dengan menggunakan
senjata tajam adalah karena siri’ atau malu (sipi”®
ripaksiri ). Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan
latarbelakang dendam dén ada pula yang seketika karena
keadaan misalnya ada keramaian di mana terjadi keributan.
Dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku
delik yang telah menggunakan senjata tajam sebagaimana
tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pada umumnya para
pelaku delik yang telah menggunakan senjata tajam di
Kotamadya Ujung Pandang adalah disebabkan oleh faktor
siri” atau dipermalukan dan mereka mempunyai pendidikan
rendah serta berada pada status sosial yang rendah.
Mengenai akibat bagi korban karena tindak pidana
penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung

Pandang dapat dilihat pada tabel di bawah in1i.
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Tabel 3
JUMLAH KORBAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA 1IZIN DI

KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN AKIBAT YANG DIDERITA
DARI TAHUN 1987 SAMPAI 1980

H H 11987 | 1988 | .1989 | 1980 |
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. ! Diderita ' Jumlah ! Jumlah |} Jumlah |} Jumlah |
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o i | E E E
' 1.} Luka Ringan ' 39 ; 29 2 3! 3L 3
] ] 1 1 I 1 ]
t 2.1 Luka Berat ) 50 i 334 80 Q4 28 ot
I 1 I ] ] 1 I
] I I ] L] ] ]
' 3.! Meninggal Dunia 3 : 4 ) 311 b Al
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umber Data : Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang

m

Dari data pada tabel 1,2 dan tabel 3 yang Lelah
penulis kemukakan itu maka jelas bahwa pada umumnya
pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin
di Kotamadya Ujung Pandang dilakukan oleh mereka vyang
tingkat pengetahuan dan status sosialnya rendah (buruh
dan tukang beca), ini berarti tingkat kesadaran hukum
buruh dan tukang beca di Kotamadya Ujung Pandang pula
bahwa semakin rendah status sosial dan pendidikan sese-
orang maka semakin kurang pertimbangan pertimbangan ter-
hadap tindakan-tindakan yang dilakukan.

Jika penulis perhatikan pula Jjumlah kajahatan
penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung
Pandang dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, maka

terlihat oleh kita bahwa jumlah pelaku dari tahun ke
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tahun mengalami perubahan, dimana Lerkadang Jumlah
pelakunya menurun dan terkadang meningkat. Terjadinya
perubahan jumlah pelaku tindak pidana penggunsan senjata
tajam tanpa izin di Kotamdya Ujung Pandang dari tahun ke
tahun menurut hemat penulis disebabkan oleh perubahan
kualitas kesadaran hukum dari tahun ke tahun terhadap
nasyarakat Ujung Pandang. Jika kualitas kesadaran hukum
meningkat maka Jumlah pelaku akan menurun, dan Jika
kualitas kesadaran hukumnya menurun maka Jjumlah pelaku
akan meningkat.

4.2 Upaya Penegakan Hukum

Upayva penegakan hukum Lerhadap tindak pidana peng-
gunaan senjabta tajam di Kotamadya Ujung Pandang dilaku-
kan dengan mengefektifkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku serta berusaha untuk menanggulangi orang-
orang yang membawa senjata tajam tanpa izin.

Upaya penanggulangan orang yang menbawa senjata
tajam menurut hemat penulis dapat dilakukan melalui dua
cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Pe-
laksanaan dari tindakan perventif, misalnya dapat dilaku-
kan dengan mengadakan razia dan patroli-patroli oleh
aparal kepolisian sehingga dapat mengurangi kesempatan
bagi setiap orang yang membawa senjata tajam. Tindakan
ini seyogyanya dilakukan pada tempat-tempat keramaian,
misalnya di Lerminal dan di pasar serta di tempat diada-

kannya keramaian seperti di tempat diselenggarakannya
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pesta perkawinan yang menggunakan orkes atau keramalan
musik lainnya. Di samping razia tersebut. maka perlu
pula dilakukan penyuluhan hukum baik melalui pers, tLele-
visi, sekolah, radio maupun secara langsung mengumpulkan
massa untuk diberikan penjelasan tentang larangan membrava
badik atau senjata tajam, apalagi jika menggunakan Senju-
ta tujam tersebut untuk menikam.

Dalam wawancara penulis dengan Drs. A. Zulfikar
Arna, Lettu Polisi selaku Kepala Urbin Operasi Poltabes
di Ujung Pandang tanggal B8 oktober 1981, beliau
menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini
dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan
senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang, vaitu melakukan
suatu operasi yang disebut Priode Mingguan Bimas yang
dilimpahkan kepada setiap Sekta, serta melakukan sulping
badik.

Sedangkan tindakan represif terhadap tindak pidana
penganiayaan atau pembunuhan dengan menggunakan senjata
tajam itu ditentukan oleh sejauh mana kemampuan pihak
Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menegakkan
ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana
tersebut.

Kemampuan ket;ga mata rantai penegak hukum tersebut
dapat diwujudkan jika setiap penegak hukum itu menyadari
akan tugas dan tanggungjawabnya nasing-masing, sehingga

setiap pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam
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tidak lupul dari hukuman.

Dalam perencanaan dan strategi pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana, maka dapat dilakukan dengan
cara sebagal berikul
1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;

2. Pengembangan pelayanan melembaga bagi pelanggar hulium;

3. Penciptaan pelayanan-pelayanan baru, baik bagi pelang-
gar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai
potensi untuk menjadi pelanggar hukum; dan

4. Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh
kejahatan dan delinkuensi terhadap anak-anak dan orang
dewasa (Mulyana, 1981 : 169).

Dengan demikian maka menurut hemat penulis perlu
selalu dilakukan penyuluhan hukum, utamanya bagi para
pelajar, buruh dan tukang beca guna memberikan pemahaman.
Kepada mereka tentang larangan membawa badik atau senjata
tajam lainnya seperti sangkur, celurit dan sebagainya
yang dapat membayakan nyawa dan keselamatan orang lain.

Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan tersebut
merupakan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat,
khususnya generasi muda agar mereka tidak mengartikan
salah tentang nilai budaya siri’. Betapa tidak, sebab
umumnya yang melakukan atas rasa malu (siri’) yang
sebenarnya tidak perlu sampal menikawm.

Perubahan pola pikir bagi masyarakaﬁ Kotamadya

Ujung Pandang terhadap kebiasaan membawa badik menjadi
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tidak membawa badik akan membawa dampak positif bagl
keamanan dan ketenteraman masyarakat. Hal ini sesual
dengan tri konsepsi yang dicanangkan oleh Gubernur
propinsi Sulawesi Selalan dalam rangka mensukseskan pemn-

bangunan di wilayah Sulawesi Selatan.
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BAB 5

PENUTUP

H.1 Simpulan

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bebe-

rapa simpulan sebagal berikut

a.

Panyaknya masyarakal Kotamadya Ujung Pandang yang
kebiasaannya membawa senjata tajam sepertl badik tidak
Lerlepas dari nilail budaya orang Sulawesi Selatan pada
umumnya, vang menganggap badik sebagal lambang kejan-
tanan dan dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya,
bahkan terdapat daerah yang dengan sengaja melakukan
upacara penggunaan badik bagi seorang laki-laki yang
menanjak dewasa.

Banyaknya kasus penggunaan senjata tajam di Kotamadya
Ujung Pandang untuk menganiaya alau membunuh orang
lain merupakan konsekuensi dari banyaknya masyarakat
Kotamadya Ujung Pandang yang Kkebiasaannya mewmbawa
badilk.

Penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan senjata
tajam di Kotamadya Ujung Pandang, pada umumnya alas
dasar siri’ atau malu. Hal ini berarti nilai budaya
éiri' yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sulawesi
Selatan dan telah menjadi kepribadian masyarakat suka
Bugis-Makassar telah banyak mempengaruhi terjadinya
tindak pidana penganiayaan dan pcmbunuhan dengan

menggunakan senjata tajam, khususnya badik.
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d. Pada umumnya yang melakukan tindak pidana penganiayaan

dan pewbunuhan dengan menggunakan senjata tajam di
Kotamadya Ujung Pandang adalah mereka yang berumur
antara 11 Lahun sampai 20 tahun, semakin tua umur
pelaku semakin sedikit jumlah pelaku tindak pidana

tersebut .,

e. Status sosial para pelaku tindak pidana penganiayaan

dan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam
seperti badik, pada umumnya adalah berada pada status
sosial rendah, mereka pada umumnya adalah para buruh
kasar, tukang beca dan pengangguran.

f. Penganiayaan alau pembunuhan atas dasar penegakan
siri’ Jjika sesuai dengan pasal 49 (1) dan (2)
KUHP idana, maka pelakunya harus dipisahkan dari
tuntutan hukum, akan tetapi jika tidak memenuhi unsur
pasal 49 (1) dan (2) KUHPidana maka pelakunya harus
dijatuhi hukum.

g. Upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan senjata
tajam dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaltu secara
preventif dan secara represif.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah
sebagai berikut

a. Perlu digalakkan kegiatan suiping badik di Kotamadya
Ujung Pandang, hal ini dapat dilakukan di pasar,

terminal bis dan di tempat-tempat keramaian.
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Perlu ditingkatkan kegiatan penyuluh hukum khususnya
kepada  para buruh kasar dan tukang beca serta para
pielajar.

Seyugyanya  para  aparal  penegak  huokum  meningkatkan
kemampnannya dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku
tindak pidana peggunaan senjata tajam tanpa izin  di

Rotamadya Ujung Pandang.
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